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Komisi Pemberantasan Korupsi kb PE N G E R I IAN

KONFLIK KEPENTINGAN”

Situation where an individual or
the entity for which they work,
whether a government,
business, media outlet or civil
society organisation, is
confronted with choosing
between the duties and
demands of their position and
their own private interests (TI).

Conflict of interest occurs |
when an individual or a |
corporation (either private or E
governmental) is in a position :
to exploit his or their own |
professional or official |
capacity in some way for E
personal or corporate benefit !
(OECD). i




Komisi Pemberantasan Korupsi “Kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi
untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam

penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan

— kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau

dilakukannya”

. U Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Apa |tu Administrasi Pemerintahan

______________________________________ Konflik e

Kepentingan?

“Situasi dimana Penyelenggara negara
memiliki atau patut diduga memiliki
kepentingan pribadi terhadap setiap
penggunaan wewenang sehingga
dapat mempengarubhi kualitas
keputusan dan/atau tindakannya”

0 PermenPAN-RB 37/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan



KPK..
A POLEMIK KONFLIK

KEPENTINGAN

[Somcr e v e
Heboh Konflik Kepentingan Surat —

Stafsus Jokowi, CEO Amartha Minta KCOMELS h e
Maaf Ada Konflik Kepentingan di Kartu Prakerja?

Muncul secara alami akibat

— multiperan yang dimainkan

Mundurnya Stafsus Milenial Belva Devara . )

dan Polemik Konflik Kepentingan : OIEh seseorang atau situasi
000 . diluar kendali dirinya.

Resiko masuk dalam situasi
konflik kepentingan dapat

dialami siapa saja, termasuk
kita.
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SANKSI KONFLIK
KEPENTINGAN

Pasal 12 huruf i Undang-Undang 31 Tahun'
Undang Undang 20 Tahun 2001 Tentang :
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana -
Korupsi mengatur secara spesifik larangan dan’
sanksi pidana konflik kepentingan dalam

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Pegawai
negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun
tidak langsung dengansengaja turut serta dalam
pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada
saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian
ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.




KPK .
e SUMBER KONFLIK KEPENTINGAN

B

*

Hubungan Kepemilikan
Afiliasi Aset

Kelemahan Sistem
Organisasi

\ 4
J.b

i Rangkap Jabatan

Gratifikasi dan
Moonlighting

Kepentingan

Pribadi




Komisi Pemberantasan Korupsi

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi antara lain:

Penerimaan gratifikasi dapat membawa vested interest dan kewajiban timbal balik
I atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat
terganggu;

g E, Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional
4 penyelenggara negara;

KORUPSI

' ‘ Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan
e . teradinya tindak pidana korupsi; dan sebagainya



sy KONFLIK' KEPENTINGAN & GRATIFIKASI

. KONELIK _} R“ ""“‘"G
KEPENTINGAN GRATIFIKASI

1 + )

Hubungan Afiliasi: Declaration of lahgunaan
1.I'E'.E:ngii tan Interest: m
2. Kedinasan (untuk memutus

3.dan lain-lain kepentingan pribadi)

Untuk penerimaan

Gratifikasi Penyelenggam
NegenWajh Melapurkan

Sumber : Buku Saku Gratifikasi KPK
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REFLEKSI DIRI

¢ Apakah tindakan saya benar?

¢ Apakah tindakan saya masih sesuai dengan standar yang berlaku secara umum tentang benar dan salah?
¢ Apakah saya jujur terhadap keseluruhan aspek dalam situasi ini?

¢ Apakah orang yang tepat mengetahui apa yang sedang terjadi?

» Apakah tindakan saya selaras dengan nilai-nilai pribadi saya dan institusi/lembaga yang saya wakili?

e Menghindari perangkapan jabatan

¢ Menolak dan menghindari pemberian hadiah/gratifikasi yang terkait jabatan

¢ Menghindari melakukan pekerjaan diluar pekerjaan saat ini.

¢ Membatasi atau menghindari kepemilikan asset pada perusahaan-perusahaan yang dapat terkait dengan pelaksanaan tugas.

¢ Menghindari dan membatasi diri untuk berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang dilarang oleh kode etik dan
perundangan yang berlaku atau berpotensi dapat dipersepsikan konflik kepentingan oleh publik.

¢ Membatasi dan mengurangi kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas.

e Mendorong perbaikan sistem pengelolaan konflik kepentingan di instansi untuk menutup celah pelanggaran terhadap
aturan/kebijakan konflik kepentingan dan memfasilitasi pengelolaannya jika terjadi.
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@ )

ePada tahap ini penyelenggara
negara/pejabat pemerintah
mengidentifikasi dan
melaporkan konflik kepentingan
yang dihadapi sesuai dengan
ketentuan dan proses yang
berlaku di instansi.

-

eMemberitahukan kepada
atasan/ pihak berwenang di
instansi sebelum bertindak jika
terdapat risiko terjadinya
Conflict of Interest.

" Disclose (Deklarasi)

Talk (Diskusikan)

e Membatasi akses informasi

atau menarik diri dari kegiatan
yang sedang berlangsung. ad

e Memitigasi resiko untuk

memastikan ketidak-
berpihakan di antara para
pihak oleh instansi setelah
menerima laporan / deklarasi
terkait COI.



2D
KPK &0

Komisi Pemberantasan Korupsi Lis

U
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GRATIFIKASI

“PEMAHAMAN, PELAPORAN DAN PENGENDALIANNYA"
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..o PENGELOMPOKAN RORUPSI ...

SUAP MENYUAP J:Eﬁﬁﬁ%::%:N PEMERASAN
(12 pasal) (3 pasal)
(5 pasal)
Ps 5 (1) a; Ps 5 (1) b; Ps 13; Ps
5(2); Ps 12 a; Ps 12 b; Ps 11;
Ps 6 (1) a; Ps 6 (1) b; Ps 6 (2); Ps8;Ps9;Ps10a;Ps10b
Ps12c Ps12d :Ps10c Ps12e Ps12g;Ps12f

PERBUATAN
CURANG GRATIFIKASI

1 |
(6 pasal) (1 pasal)

Ps7(1)a;Ps7(1) b;Ps7(1)c .
Ps7(1)d; Ps7(2);Ps12h Ps12BjoPs12C
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7 Definisi Dan Bentuk Gratifikasi
A PA ITU G RATI F I KAS I H Menurut Penjelasan Pasal 12B UU 20 Tahun 2001

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi:

DI% =0
i 'g 1
Barang Rabat Komisi Pinjaman tanpa bunga
0.
Tiket perjalanan Fasilitas Penginapan Perjalanan Wisata Pengobatan Cuma-cuma Fasilitas lainnya

Gratifikasi tersebut diterima di dalam negeri maupun di

luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik —

. “VIDEO MEMAHAMI
atau tanpa sarana elektronik GRATIFIKASI
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Gratifikasi llegal

Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2), UU No.31 Tahun 1999 j.o UU No.20 Tahun 2001

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan
dengan jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya....;

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau
penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana

,(?enda paling sedikit Rp 200.000.000,00
dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

» Unsur Pasal 12 B Ayat (1)

é i
Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara

Menerima Gratifikasi

(0

Berhubungan dengan Penerimaan Gratifikasi
Jabatan dan Tidak Dilaporkan kepada
Berlawanan dengan KPK dalam Jangka

Kewajiban atau Tugasnya Waktu 30 Hari Kerja
Sejak Diterimanya

Gratifikasi (pasal12¢)



DAMPAK KORUPSI

Masa Depan Bangsa Terancam

Kasus Sekolah Ambruk di Pasuruan, Polisi
Atap sekolah ambruk, DPRD T"_*"a?f_‘é"“‘”sangka
cium gelagat korupsi

= e

Endang Gunawan AEEaB

Rabu, 9 Januari 2013 - 16:58 WIB

Springhill Yume Lagoo

TEMPO0.CO, Pasuruan-Kepoiisian Daerah Jawa Timur menetapkan dua crang kontraktor berinisial
dan D sebagai tersangka kasus ambruknya atap S=kolzh Dasar Negeri Gentong, Kota Pasuruan,
yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

2di malam kami pimpin gel

orang yaitu inisial D dan

sudah ada hasilnya, kemudian kami amankan tersangka dua

Hermawan di SON Genrtorg

Luki berujar O dan S berasal dari dua CV berbed kni CV Ardaius dan CV DHL Putra. la mengaku

Kunjungi Situs - kecewa atas ambruknya atap sekclah sa2: kegiatan belajar mengajar hingga mengakibatkan siswa

dan guru meninggal dunia.

e —




PENGECUALIAN
SANKSI RUKUM

(Pasal 12 C ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2001)

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(2)

12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima
melaporkan gratifikasi yang diterimanya
kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima
gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitng sejak tanggal gratifikasi tersebut
diterima

Komisi Pemberantasan Korupsi

Sankst Hukum
Tidak Berlaku,
jika lapor
Komist
Pemberantasan
Korupsi



+ KPK
_ o

“"PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN"

PASAL 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001

< Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)

2 Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)

Pembuktian Pembuktian
bahwa gratifikast bahwa gratifikast
tersebut tersebut bukan

merupakan suap
dilakukan oleh
Penuntut Umum

merupakan suap
dilakukan oleh
Penerima Gratifikasi




E

omisi Pemberantasan Korupsi

. . Masyarakat
Pegawal Negeri /Pengusaha

/Penyelenggara Negara

Gratifikasi

“Pasif”

Masyarakat
/Pengusaha

Masyarakat

/Pengusaha ‘ VIDEO PSA




Maaf saya tidak
menerima
. TO L A K gratifikasi

o Terindikast gratifikast dianggap suap

o Gratifikast diterima langsung

SIKAP TERHADAP
"""""""""" GRATIFIKASI YANG 7777
DIANGGAP SUAP

e ays TERIMA DAN LAPORKAN

laporkan sebelum

30 hari kerja

o Diterima secara tidak langsung

o Dalam keadaan sulit menolak 5

o Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut  ©

. . +



Karakteristik Umum

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

Tidak bertentangan
dengan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku

Berlaku Umum
(Jenis, persyaratan, nilai sama
dan memenuhi prinsip
kewajaran/kepatuhan)

Dipandang sebagai wujud
ekspresi, keramah-
tamahan

Dalam ranah adat istiadat,
kebiasaaan dan norma yang

|

|

|

|

|

|

|

|
___________________ S

|

|

|

|

hidup di masyarakat !

|

|

|

|




Komisi Pemberantasan Korupsi

GRATIFIKASI YANG
TIDAK WAJIB i
DILAPORKAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PELAPORAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

& P era t uran K om | S | R R R e

Menimbang  : . bahwa Pasal 12C Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001

Pem b erantasan Koru pPs i ot e din et g g o e

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor

. .
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
p u I n n S I a Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30
N omor 2 I a h un 2 0 1 9 i, 2 eane. Kol Pesabarisianas ke
1Yy Pidana Korupsi, mengatur kewenangan menerima dan

kewajiban menetapkan laporan gratifikasi pegawai negeri

atau penyelengeara Negara;

tentang Pelaporan e P o e G e

02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan
Penctapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah

Y 1 °99 S HE S
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
ratitikasl B e 0 g bl it

Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang




VIDEO NEGATIVE LIST
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PELAPORAN

k GRATIFIKASI
I/ \ﬂ.lli_i




KEX.. PELAPORAN GRATIFIKASI

Karena situasinya sulit

untuk menolak, jadi

Wah seharusnya

Pak ini hadiah buat tidak perlu pak
bapak, sebagai terima karena memang
kasih karena dokumen itu sudah tugas

saya sudah selesai. saya.
Mohon jangan ditolak

terpaksa saya terima. Bu Ani, Saya diberi
Saya hgrus'sggera lapor gratifikasi, mohon
gratlflka5| i ITapor bantuan agar dapat
melalui UPG saja deh diproses laporannya
ke KPK

SK Penetapan
Status Gratifikasi
saya sudah

selesai!
Baik Pak Budi, akan

saya proses
laporannya. Mohon
isi formulir dengan
lengkap ya pak

Menerima Gratifikasi ‘ Laporkan Penerimaan Gratifikasi kepada:

Direktorat Gratifikasi akan melakukan:

- UPG dalam jangka waktu 10 HK* a. Verifikasi laporan gratifikasi
kemudian UPG menyampaikan kepada b. Analisis laporan gratifikasi
KPK paling lama 10 HK** c. Penetapan status laporan

- Langsung ke KPK dalam jangka waktu 30 HK*

*(setelah penerimaan gratifikasi)
**(setelah laporan diterima UPG)
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MEDIA PELAPORAN GRATIFIKASI

Datang langsung/surat

Pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Gratifikasi OnLine (GOL)]]

Gratifikasi OnLine (GOL) [
Pemberantasan Korupsi - KPK

®200

Gratuities OnLine (GOL) was launched by




Dt

PENGENDALIAN

PROGRAM

ratitikasi

NNNNNNNNNNNN



../002. Video Pembelajaran Gratifikasi/Program Pengendalian Gratifikasi_60s_SubIndo.mp4
../002. Video Pembelajaran Gratifikasi/Program Pengendalian Gratifikasi_60s_SubIndo.mp4

Komisi Pemberantasan Korupsi

PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG)

Mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel, melalui serangkaian kegiatan yang
melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk

lingkungan pengendalian Gratifikasi.

\ 4

TAHAPAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PASCA - IMPLEMENTASI
)
.&;3 %'

KOMITMEN PENYUSUNAN ATURAN PEMBENTUKAN UNIT PEMANTAUAN DAN
PIMPINAN PENGENDALIAN PENGENDALIAN EVALUASI
GRATIFIKASI GRATIFIKASI



o -

PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
SEBAGAI SEBUAH SISTEM

«  Komitmen * Internalisasi aturan  Kesadaran Melapor * Lingkungan

* Perangkat Aturan « Diseminasi PPG « Laporan Pengendalian
Internal Gratifikasi * Pengelolaan laporan * Manajemen Tools yang Transparan

+ Unit Pengendalian Gratifikasi dan Akuntabel .

Gratifikasi (UPG) e dsb. 5



KPK..
TUGAS UPG

Pasal 27 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikast

Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan
a o laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri e dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan
atau Penyelenggara Negara; Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instans;

Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan

Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri atau Melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi kepada pihak
b f : fikast ke
Penyelenggara Negara melaporkan penolakan internal dan eksternal instansi;
Gratifikasi;
c Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai
KPK; g dengan adanya penetapan status barang tersebut;
d Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan h Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan

penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK; Pengendalian Gratifikasi.




Komisi Pemberat an Korupsi

E-LEARNING BIMBINGAN TEKNIS
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Materi lengkap mengenai
gratifikasi

Bisa diakses kapanpun dan
dimanapun

Jadwal ditentukan oleh peserta
Gratis
Mendapat E-sertifikat



../002. Video Pembelajaran Gratifikasi/Elearning Gratifikasi (compress).mp4
../002. Video Pembelajaran Gratifikasi/Elearning Gratifikasi (compress).mp4

PENGADUAN MASYARAKAT

Untuk Indonesia Bebas Korupsi
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KEWENANGAN KPK

Penyelenggara Negara, dan orang lain yang

1 Melibatkan Aparat Penegak Hukum,
* | ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi;

Menyangkut kerugian negara
/ paling sedikit Rp1.000.000.000,-
—) (satu milyar rupiah)




KPK
S DIREICTORAT PELAYARAR LAPORAR

DARN PERGADUARN MASYARAIKAT

Menindaklanjuti pengaduan
masyarakat kategori dugaan
TPK: pulbaket/penerusan ke
bidang Pencegahan/Koorsup/
Penindakan/penerusan ke
instansi lain

Menerima
Pengaduan dari
masyarakat melalui
media yang
disediakan

Melakukan penelaahan atas
pengaduan masyarakat yang

dikategorikan sebagai dugaan
tindak pidana korupsi (TPK)

Melakukan
verifikasi atas

pengaduan yang
diterima

BERTUGAS




R PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan yang diterima akan ditindaklanjui apabila telah diusulkan dengan data
lengkap, sesuai dengan PP no. 71/2000 Pasal 2 dan 3.

*Peraturan terkait Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertuang dalam PP No. 43 Tahun 2008

FORMAT LAPORAN/PENGADUAN YANG BAIK :

1. Pengaduan disampaikan secara tertulis

2. Dilengkapi identitas pelapor (Nama, alamat, pekerjaan, no. telp, fotokopi
KTP, dll)

3. Kronologi dugaan tindak pidana korupsi

4. Dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai

5. Nilai kerugian dan jenis korupsinya

6. Sumber informasi untuk pendalam

7. Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani APH lain

8. Laporan/pengaduan tidak dipublikasi




KPK MEDIA PENYAMPAIAN
LAPORAN PENGADUAN

KIRIM SURAT

Alamat:

Direktorat Pelayanan Laporan dan
Pengaduan Masyarakat KPK

JI. Kuningan Persada Kav. 4,
Jakarta Selatan 12920

PO BOX 575 Jakarta 10120

DATANG LANGSUNG

e 9

4 2

ZT® TELP SMS & FAX

g ON LINE

EMAIL TELEPON
0 E-mail : pengaduan@kpk.go.id E gl?/:ISCenter (1)225 8-575-575
KWS : https:/kws.kpk.go.id SMS : OS>
KWS Whatsapp :081-195-9575
Fax : 021-2557 8415

FAX


mailto:pengaduan@kpk.go.id
https://kws.kpk.go.id/

KPK KPK WHISTLEBLOWER’S SYSTEM

https://kws.kpk.go.id

Kelebihan KWS

(KWS)

Whistleblower

Perlindungan
kerahasiaan
identitas

pelapor

Merupakan seseorang yang melaporkan
perbuatan yang berindikasi tindak pidana
korupsi yang terjadi di dalam organisasi

tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses
informasi yang memadai atas terjadinya
tindak pidana korupsi tersebut

komunikasi

diakses 24 2l
. . menggunaka
jam setiap

n nama

hari

samaran dan
kata sandi



https://kws.kpk.go.id/

KPK SISTEM PENANGARNARN
PENGADUAN MASYARAILAT

Tindak Lanjut dapat berupa :
1. Diteruskan ke Pencegahan
2. Diteruskan ke Koorsup

3. Diteruskan ke Penindakan
4. Diteruskan ke Lembaga
lain

Pulbaket Kasus
Pengarsipan (File)

L Tindak Lanjut

b4

o

Penerimaan - _
KWS, Email, Surat, Telepon/fax, sms, Ver|f|kaS|

langsung

o

el d Database



JI. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi Jakarta Selatan 12920 JI. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi
(021) 2557 8300 & (021) 2557 8448 &
www.kpk.go.id @&  pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id &2
Call Center 198 &




